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PUTUSAN

Nomor 1439/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

LOMBOK TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur  25  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

LOMBOK TENGAH, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  10

November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1439/Pdt.G/2021/PA.Pra,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan

secara agama Islam pada tanggal 31 Oktober 2017 di KUA xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  0622/038/X/2017  yang

dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanggal 31 Oktober 2017; 

2.  Bahwa setelah akad nikah,  Pemohon dengan Termohon tinggal  bersama

dan  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  di  rumah  Pemohon  di

KABUPATEN  LOMBOK  TENGAH,  selama  7  bulan,  kemudian  saat  ini

Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH; 
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3.  Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di  karuniai

anak; 

4.  Bahwa sejak Awal pernikahan pada tanggal 31 oktober 2017 rumah tangga

Pemohon  dengan  Termohon  mulai  goyah  yang  membawa

ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcokan

dan bertengkar yang terus menerus disebabkan Termohon tidak pernah

mau mendengar nasehat dari Pemohon; 

b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan

lagi; 

c. Bahwa Termohon terlalu keras kepala sehingga selama menikah selalu

berbeda pendapat; 

5.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi pada bulan mei 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah

rumah  antara  Pemohon  dan  Termohon  karena  telah  pergi  dari  rumah

Pemohon sehingga selama 3 tahun Pisah rumah tersebut antara Pemohon

dan  Termohon  sudah  tidak  saling  berhubungan  lagi  dan  Termohon  juga

tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon lagi; 

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin

serta tidak sanggup lagi  untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

dengan Termohon dan telah  berketetapan hati  untuk  untuk  menceraikan

Termohon di hadapan sidang Pengadilana Agama Praya ; 

7.  Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Praya  Cq.  Majelis  Hakim  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini,  selanjutnya  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON) di  depan sidang Pengadilan

Agama Praya ; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; 
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Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.  Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

bermeterai  cukup  serta  telah  dinazzegelen  oleh  Pejabat  Pos,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya Tengah, Nomor

0622/038/X/2017 tertanggal  31  Oktober  2017.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.2).  Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
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xxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxx,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

merupakan Paman Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Pemohon di

Dusun Prai Gunung, xxxx xxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak ; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,

akan tetapi sekitar 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun karena Pemohon

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  mereka  bertengkar,  saksi  hanya

mengetahui kalau Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang

tua Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang

lalu hingga saat ini;

- Bahwa  saksi  pernah  mencoba  mennasihati  Pemohon  agar  kembali

bersama Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini  Pemohon sudah menikah lagi  dengan wanita lain dan

saat ini istri Pemohon dalam keadaan hamil;

Saksi 2,  SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LOMBOK  TENGAH,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

merupakan Paman Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Pemohon di

xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak ; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,

akan tetapi sekitar 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun karena Pemohon

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  Pemohon  dan  Termohon

berpisah tempat tinggal. Namun saksi mengetahui kalau Pemohon telah

menyerahkan Termohon kepada keluarganya;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang

lalu hingga saat ini;

- Bahwa  saksi  pernah  mencoba  mennasihati  Pemohon  agar  kembali

bersama Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini  Pemohon sudah menikah lagi  dengan wanita lain dan

saat ini istri Pemohon dalam keadaan hamil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima

dan  membenarkan,  sedangkan  Termohon  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun

tidak pernah hadir  dan tidak pula  menyuruh orang lain  untuk hadir  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  bahwa  pemanggilan  kepada  Termohon

tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut,  dan  ketidak-hadiran Tergugat

tersebut  tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan

oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara  a quo

dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  65 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2 ) PP Nomor 9 Tahun

1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar

dan  mengurungkan  niatnya  untuk  menceraikan  Termohon  namun  usaha

tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses
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mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak

dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut,

ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada

tambahan dan/atau perubahan;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

cerai  talak  terhadap Termohon karena terjadi  perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon

tidak dapat  didengar  jawabannya karena tidak pernah hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut.  Meskipun  dalil-dalil

permohonan Pemohon tidak dibantah karena ketidakhadiran Termohon, namun

oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis

derogat lex generalis), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana

dimaksud  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan,  termasuk  perlunya  mendengar  keterangan  dari  pihak  keluarga

atau  orang-orang  yeng  dekat  dengan  Pemohon  maupun  Termohon

sebagaimana  dimaksud  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  maka  kepada  Pemohon  tetap  dibebankan  pembuktian  dengan

tujuan  untuk  menghindari  penyelewengan  hukum  dan  guna  mendapatkan

kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang,  bahwa untuk memenuhi  beban pembuktian sebagaimana

tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1)

dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik

dengan  nilai  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  berdasarkan  bukti  P.1

tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.2  yang  merupakan  akta  otentik

dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan

Termohon  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  maka  Pemohon  dan

Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara
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ini  sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah

memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara a quo di Pengadilan

Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di

persidangan,  ternyata  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  maupun

materiil  pembuktian  sebagaimana  ketentuan  Pasal  165-179  R.Bg,  sehingga

keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti  yang cukup

mendukung  kebenaran  dalil-dalil  dan  alasan  permohonan  Pemohon  dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung

dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di

persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun paling

tidak sejak bulan Mei 2018 karena Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat tinggal; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan Mei 2018 hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal   hingga sekarang sudah tidak

ada komunikasi diantara mereka;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk

dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat  dalil-dalil  dan  alasan  permohonan  Pemohon  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

dipandang telah sampai  pada kondisi  pecah (broken marriage) yang sudah

sangat sulit  untuk disatukan serta tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri
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itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  dapat  dilihat  dari  fakta  di  mana Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Mei  2018  hingga saat  ini,  serta  telah

adanya  upaya damai  baik  yang dilakukan di  luar  Pengadilan  maupun yang

dilakukan oleh Majelis  Hakim selama pemeriksaan perkara ini,  namun tetap

tidak  berhasil  merukunkan  kembali,  maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut

dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah

sangat  sulit  untuk  disatukan serta  tidak ada lagi  harapan akan hidup rukun

dalam membina rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan  lagi  dari  pihak  mana  datangnya  penyebab  timbulnya

perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat

sulit  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yaitu  untuk  membentuk

keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah,

mawaddah,  dan  rahmah),  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

maka  alasan-alasan  yang  didalilkan  Pemohon  telah  terbukti  dan  memenuhi

ketentuan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Pemohon  telah  berketatapan

hati  untuk  menceraikan  Termohon,  maka  Majelis  Hakim  perlu  untuk

mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 227 yang

artinya : 

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk bercerai, Maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di

atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  permohonan  Pemohon  untuk  diberi  izin

mengucapkan ikrar talak atas Termohon telah memenuhi alasan yang cukup

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
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1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan:  Perceraian  dapat

terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1)

Undang--undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan

bahwa Permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil  permohonan Pemohon telah

terbukti dan berdasar serta beralasan hukum dan oleh karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

RBg. yang menyatakan: Bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang

meskipun  sudah  dipanggil  dengan  sepatutnya,  dan  juga  tidak  mengirimkan

wakilnya,  maka  gugatan  dikabulkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek),

sehingga atas Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah  Cerai Talak

dengan  talak  raj`i  dan  putusnya  perkawinan  ini  terjadi  setelah  Pemohon

mengucapkan  ikrar  talak  dihadapan  sidang  setelah  putusan  ini  berkekuatan

hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan

ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan,

ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3

tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama Jo.  Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :  Setelah keputusannya mempunyai

kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan

Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya ;

Menimbang,  berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan

Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat  dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; 

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek ; 

3.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Praya; 

4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Praya pada hari  Senin tanggal  29 November 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  24  Rabiul  Akhir  1443 Hijriah  oleh  Basarudin,  S.H.I.,  M.Pd

sebagai  Ketua  Majelis,  Solatiah,  S.H.I  dan  Fathur  Rahman,  S.H.I.,  M.S.I.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Lalu  Durasid,  S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Solatiah, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :
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-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp 15.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 435.000,00

                                  (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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